
BUPATI LANGKAT
PROⅥ NSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR I● TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIMTAS

Menimbang

DENGAN RAI{MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

: a. bahwa dalan rangka menciptakal tenaga keda yarrg
mampu berdaya saing pada era globalisasi, maka
peningkatan kemampuan dan kompetensi setiap tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
menjadi sangat penting;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (l)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Keteoaga-kerjaan maka perlu diatur
mengenai pedoman pelatihan ke{a di daeral;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hund b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelatihan Kerja dan produktifitas ;

Mengingat : 1.
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Undalg Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pemb€ntukan Daerah Otonorn Kabupaten - Kabupaten
dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor1092);

UndaJrg-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang
Ketenagakerjaan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahal Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) aebagaimala
telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Unda-ng-
Undarg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Unda-ng Nomor 23 Tahun 2014 teDtang

3



Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Iodonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tallr]n 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II I€ngkat dari
wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalan
wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kodjra Dati II DeU Serda-nE
(Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 11, Tambahar lembaran Negara Repubtk
Indonesia NoEor 3322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Talun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negari
Republik Indoresia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

7. Peratura! Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor : PER.22/ MEN llx/ 2OO9 tentairg Penylenggaraan
Pemagangan di dalam negeri;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahlm 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Ta_hun 2013
Nomor 1463);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahr:n
2007 tentang Pembentukal Organisasi darr Perangkat
Daelah Kabupaten Langkat (I,embaran Daerah
Kabupaten langkatTahun 2OO7 Nomol 12, Tambahan
l,embaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 1 ?ahun 2015 tentang
Perubahan atas Peratura,I Daerah Kabupaten Lall'gkat
Nomor 23 Talun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
darl Perangkat Daerah Kabupaten Largkat(I€mbaran
Daerah Kabupaten LangkatTa-hun 2O15 Nomor L,
Tar3bahan L€mbaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor
L7l;

10. Peratura! Daerai Kabupaten Langkat Nomor 4 Ta_hun
2OO9 tentang Urusan Pemerintah Yartg Menjadi
Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten L€ngkat Ta}rurl 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 tahun
2Ol4 tentarlg Penyelenggaraal Ketenagakerjaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2014
Nomor 2, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 13);
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MEMUTUSKAN:

Mcnctapkan: PERATURヽ N BUPATI TENTANC PEDOMAN PF.I.AKSANAAN
PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVlTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Langkat,

2. Pemerintah Daeralt ada.la}l Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan daera]. yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4- Dtras adalah Dinas Tenaga Kerja dal Tlansmigrasi Kabupaten Langkat.

5. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiat n untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkar kompetensi kerja,
peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, disiplin,
sikap, dan etos kerja pada tilgkat keterampilan dan keahlian tertentu
sesuai dengan jenjang darr kualifrkasi jabatan atau pekerjaan.

6- Produli.tivitas adalah sikap mental yang selalu berusaia untuk
melakukai perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui
peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.

7. Kompetensi keda adalah kemampual keda setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampila-n, dan sikap kerja yang sesua.i
dengan standar yang ditetapkan.

8. Standar Kompetensi Keia Nasional lndonesia, yang selanjutnya disingkat
SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahliar serta sikap kerja yang
releva-n dengan pelalsanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturar perundang-undangan yang berlaku.

9. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang
dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional, yallg dapat
diterapkar dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.

10. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkaa
dan digunakan olch orgaaisasi uotuk memenuhi tujual intcmal
organisasinya sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi
lain yang memiliki ikatan kerjasama dengar organisasi yang
bersangkutan, yang dapat diterapkart dengan mendapatka-n registrasi dari
Menteri.

11. SerLifikasi kompetensi kerja adala]. proses pemberian sertifikat
kompetensi yang dilakukan secara sistematis dal objektif melalui uji
kompetensi sesuai Staldar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar
lnternasional dan/atau Starldar Khusus.

12. Sertilikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh
lembaga sertilikat profcsi terakreditasi yanB menerangkan bahwa
seseorang telah menguasai kompetensi kelja tertentu sesuai dengan
SKKNI.



13. Kerangka Kualilikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat
KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualilikasi kompetensi yang dapat
menyandingkal, menyetaJakan dal mengintegrasikan antara bidang
pendidika! dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai d€ngan struktur
pekerjaan di berbagai sektor.

14. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang
menitikberatlan pada penguasaan kemampuan kerja ya-ng mencakup
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

18. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatjhan kerja yang
diselenggarakansecara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihaa
dengan bekerja sec€rra.langsung di bawah bimbingan dal pengawasan
instruldur atau pekerja/buruh yanglebih berpenga.laman, dalam proses
produksi barang dar/atau jasa di perusahaan, dalarn rangka menguasai
keterampilan atau keahlian tertentu.

19. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP, adala-h
lembaga independen yang berhlgas meLaksana.kan sertifrkasi kompetensi
kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikar lisensi kepada
lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yarg ditetapkan
untuk melaksanakan Bertifikasi kompetensi keda.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujua! dibentuknya Peratura! Bupati ini adalah untuk:
a. meningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
b, meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan

pelatihan berbasis kompeten si;
c. mengintegrasikan prograrn-program pelatihan daerah ke dalam pelatihan

kerja berbasis kompetensi pada unit pelaksana pelatihan kerja;
d. mengurangi jumlah penganggumn;
e, meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
I mengintegrasikan data informasi tenaga keda.

BAB III

PzuNSIP DASAR PELATI}IAN KER.IA DAN PRODUKTMTAS

Pasal 3

(1) Prinsip dasar pelatihan kerja adalah:

a. berorientasi pada kebuhrhan pasa,r kelja dan pengembangansumbcr
daya manusia;

b. berbasis pada kompctensi kerja;

c. tanggung jawab bersanna antara dunia usaha, pemerintah
daerahdanmasyaral<at;

d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjalg hayat;dan

e. diselenggaral(an secara berkeadilan darr tidak diskrirninatif,



(2) Prinsip dasar produktivitas:

a. berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;

b. harmonisasi hubungan kerja artara pengusaha dan pekerja; dart

c. keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap
kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan atau masyarakat.

BAB IV

PEMELENGGARAAN PELATIHAN KER.'A

Pasal 4

Peoyelenggarakan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. alalisis kebutuhan pelatihan kerja;

b. penyusunan program pelatihar kerja;

c. penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;

d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;

e. rekruitmen dan seleksi peserta peLatihan kerja; dan

f. pelaksanaan pelatihan ke{a.

Pasal 5

(1) Analisis kebututran pelatihan kerja meliputi:
a, analisis informasi pasar kerjadaerah;

b. analisis jabatan;

c. analisis kompetensi; dan

d. Analisis lembaga pelatihan keda dan produktivitas.

(2) Pemerintah Daeral membentuk Tim ana-lisis kebutuhan pelatihan, yarrg
keanggotaannya dapat terdiri dari unsur Pemcrintah, asosiasi industri,
industri, pakar pelatihan dan kompetensi, Perguruan Tinggi, serta pihak-
pihal lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk melaksanakan Analisis
Kebutuhan Pelatiha.n.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati atas usulan Dinas.

Pasal 6

(1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar
Internasional dan/atau Standar Khusus.

(2) PenJrusunan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkart hasil Analisis Kebutuhajr Pelatihan.

Pasal 7

(1) Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak
berjenjang.

(2) Program pelatihal kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjalrB KKNI.



(3) Program pelatihan keia yang tidak berjenjang sebagaimana dimal<sud
pada ayat (1) disusun berdasarkan urit kompetensi atau kelompok u4it
kompetensi.

(4) Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
keEntuan peratura-n perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam rangka pelaksaraan pelatihan kerja dan produktfuita8, Unit
Pelaksana Teknis Latihan Keda Daerah wajib memiliki tenaga fungsional
instrukurdan tenaga pelatihan kerja.

(2) Tenaga fungsional instruktur dantenaga pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengall bidargnya.

(3) Tenaga fungsional instrukur sebagaimana dimalsud pada ayat (U
ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah.

(4)Tenaga fungsional instmktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupa-kan apaJatui pegawai negeri sipil daerah dar/atau pegawai tidak
tetap pemerintah yang diargkat dan diberhentikaa sesuai dengal
ketentuan peraturan perundang-undaagan.

(5) Ketentuan mengenai Pembentukar Unit Pelaksana Teknis tatihan Kerja
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Bupati tersendiri.

Pasal 9

(1) Irmbaga pelatihan kerja swasta atau perusalaa-u wajib memiliki instruktur
dan tenaga pelatiha-n kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya.

(2) Tugas dan fungsi instu-uktui dan tenaBa pelatihan kcrja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasa.l 10

Lembaga Pelatihan Kerja awasta atau perusahaan harus didukung dengao
sarara dan prasarErna yaIrg memenuhi persyanatan untuk menjamin
terselenggaranya pelatihan ke{a yang efektif dan efisien.

Pasal 1 1

(1) Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah harus memiliki sarana da!
prasarana pelatihan kerja, termasuk menyediakal sarana dan
prasaranapelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.

(2) Sarana darl prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memeRuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi
ketenagalcerjaal,

(3) Sarana dan prasarana pelatihan kerja sebagaimana dinakeud pada ayat (U
dapat menjadi tempat uji kompetensi setelah dilakukan validasi oleh
Lembaga Sertifi kasi Profesi.



‘

ｔ

Pasal 12

(l) Pelaksanaan pelatihan kerja pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja
Daeral-r harus dilaksanakan melalui proses rekruibnen dan seleksi yang
dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.

(2) Peserta pelatihan kerja dapat berasal dari pencari keda, pekerja,
peoyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya yang bertujuan
untuk meningkatkan kompetensi kerja.

(3) Pelatihan kefa bagi tenaga keda penyandang disabilitas dilaksanakan
dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas, dar kemampuar tenaga
kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

(4) Peserta pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan dan peraturan
lembaga pelatihaa kerja sesuai dengar jenis dan program pelatihan kerja
yang akan diikuti.

Pasal 13

(1) Pelatihan kerja dilakukan dengan pelatihan di lembaga pelatihan ke4a (off
tle job)datpelatiban di tempat kerja (on tle job training).

(2) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan metode yang memungkinkan peserta
untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan jenjang
yarg berbeda sesuai penguasaan peserta terhadap program pelatihan
keda.

(3) Pelaksanaan peLatihan ditempat kerja sebagaimana dims-ksud pada ayat
(r), d af<ukan melalui kerjasarna antara Unit Pelaksana Teknis Latihan
Keia Daerah atau l,embaga Pelatihan Kerja Swastadengan perusahaan.

(4) Perusahaan sebagaimana dima.ksud pada ayat (3) wajib menerima peserta
pelatihan di tempat kerja dari Unit Pelal<sana Teknis Latihan Kerja Daerah.

(5) Pelatihan kerjadapat diselenggarakan dengan aistem pemagangan.

(6) Perusa-haan yang menyelenggarakan pelatihan ke{a dengan sistem
pemagangan, dapat memiliki unit pelatihan kerja.

(7) Peserta Pelatihan dengan sistem pemagangan dapat ditcrnpatkan diluar
jam kerja normatif pada jarn tertentu setelah mendapatkan persetujuan
dari Dinas.

(8) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan kerja, perusahaan
dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja atau unit
pelatihan kerja Lainnya.

(9) Pelaksanaan pelatihan keda dengan sistem pemagangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5),dif€tapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PEI.AYANAN PRODUKTIVITAS

Pasal l4

(1) Pelayanan produktivitas dilaksanakan secan'a terpadu dan harmoni antara
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

(2) Pelayaran produldivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. penyadaran produktivitas;

b. peningkatan produktivitas: dan

c. pemeliharaan produktivitas. ftl
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Pasal 15

(1) Penyadaran produktivitassebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
hu-ruf a, dilakukart untuk membangun kesadaran darr komitmen antara
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam rartgka
peningkatan produldivitas.

(2) Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan kegiatan promosi melalui media elektronik, media
cetak, seminar, uorksltop, sosialisasi dau/atau BuLan Mutu Produktivitas.

Pasal 16

(1) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimalsud dalam Pasal l4ayal (2)
huruf b, dilakukar untuk mengembangkart budaya kerja yang produktif,
etos kerja, inovasi teknologi serta efisiensi kegiatan ekonomi.

(2) Peningkatan produktivitas sebagaimana dima.ksud pada ayat (1),
dilaksanakal melalui pelatiha-n produktivitas, bimbingan dan konsdtasi
dengan metode sertateknik peningkatar produhivitas.

(3) Pelatihan produktivitas sebagaimana dima.ksud pada ayat (2), dilalsanakan
dengan metode pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 17

(1) Pemeliharaan produktivitassebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14ayat (2)
hurul c, merupakan upaya untuk memp€rtahankan dan meningkatkan
tingkat produktivitas yang tela-h dicapai.

(2) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari pengukuran dan pemberian penghargaan produldivitas.

Pasa] 18

(1) Untuk mendukung pelayanan produktivitas yarlg efektif, dapat dibentuk
Forum Komunikasi Peningkatan Produktivitas Daerah (FKPPD) yang
beranggotakan lintas instansi pemerintah daerah, dunia usaha, masyatalat
da,n ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Foruo Komunikasi Peningkatan Produktivitas Daerah (FKPPD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan L€mbaga
Produltivitas Provinsi dai Lembaga Produktivitas Nasional.

BAB VI

SERTIFIKASI

Pasal l 9

Peserta pelatihan yang telah menyelesaikai program pelatihan, berhak
mendapatl<an serti{ikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja.

Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh
L€mbaga Sertilikasi Profesi 1.ang telah memperoleh lisensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi.

Uji kompetensi ditalsanakar di tempat uji kompetensiyang tela-h
diverilikeei olehlembaga Sertihkasi Prefeoi,

１
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(2)

(3)



(4) Sertilikasi kompeteqsi kerja dilaksaflakan berdasarkan SKKM, Standar
Internasional dan/atau Standar Khusus, dengan pengelompokan sebagai
berikur:

a. Kualifikasi nasional mengacu pada KKNI.

,- b. Klaster atau pengelompokan unit kompetensi yang terdiri atas:

1) Jabatan (okupasi) mengacu pada uraian jabatan (job des<ription)
tertentu.

2) Kelompok unit kompetensi tertentu, sesuai dengan kebutuha! pasar
kerja

c. 1 (satu) u{Iit kompetensi-

(5) Pelaksaraan sertilikasi kompetensi kerja harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundaEg-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN PEI,ATIHAN

Pasal 20

(1) Lembaga pelatihan kerja terdiri atas lembaga peladhan kerja swasta atau
lembaga pelatihall kerja pemerintah atau perusahaan.

(2) Irmbaga pelatihan kerja swasta wajib memiliki ijin penyelenggaraan
pelatihan kerja dari Dinas.

(3) Lemb.ga pelatihan kerja pemerintah atau peruaahaan wajib memiliki
= tanda daftar lembaga pelatihan kerja dari Dinas.

Pasal 21

(1) Pengelolaan lembaga pelatihan keda mengacu pada sistem manajemen
mutu kelem bagaan.

(2) Sistem mallajemen mutu kelembagaal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),merupaka! perangkat d.an tatanar untuk mencapai tujuan dan sasaxan
lembaga pelatihan kerja.

: - (3) Perangkat dan tatanan sisteE marajemen mutq kelembagaanl*.. sebagaimana dimalsud pada ayat (2) meliputi pengaturan mengenai
instrukhrr dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, ptogram
pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan uji kompetensi.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasa|22

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupad ini bersrmber dari
Anggara.n Pendapatan dan Belanja Daerah, daa sumber datla lainnya ya-nB sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uodangan.
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BAB IX

KERJASAMA

Pasal 23

(1) Perencanaan, pelalsanaan dan pengembangan pelatihan berbasis
kompetensi harus didukung oleh semua pihak yang terkait.

(2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga
pelatihan kerja yang dikelola oleh Pemerintah Dacrah, swasta atau
perusahaan dapat melakukan keiasama dibidang pelatihan keda.

(3) Kedasama sebagaimana dimatsud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI PEI"ATIHAN KERJA

Pasal 24

(1) Sistem informasi peLatihan kerja memuat informasi aJrtara lain:
a. standar kompetensii
b. program pelatihan keda;
c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
d. instruktur dan tenaga pelatihan; serta
e. serLiikasi.

(2) Pengembangan sistem informasi pelatihan kerja scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan antar:a
Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyalakat.

(3) Sistem informasi pelatihan keda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), rnerupa-kan bagian dari pclayanan bursa kerja terpadu.

(4) Pelayanan bursa kerja terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikelola oleh Dinas.

BAB X]

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pembinaar terhadap pelatihan kerja da,l produktivitas dilakukan oleh
Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

(2) Pcmbinaan sebagaimana diqaksud pada ayat (1) mcncakup pembinaan
progran pelatjhan keda dan produktivitas, sarana dan prasarana,
instruktur: dan tenaga pelatihan, pengeloLaan lembaga serta pengembangan
metode dan sistem pelatihan kerja.

Pasal 26

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturar Bupati ini dilsl<ukan oleh Dinas dan
dapat berkoordinasi dengan instansi lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundalg-undangan.




